GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 20O TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 41 Tahun 2021 telah ditetapkan Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu;

bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan
asli daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai
kewajiban pemenuhan pelunansan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 sebagaimana
dimaksud pada huruf a, belum sepenuhnya memadai
untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, sehingga
perlu diubah dan di tinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah = (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik
Tertentu (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021 Nomor 042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
41 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 042) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru
yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

i
2.

3.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak.

8. Konfirmasi ...



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perizinan sebelum memberikan Layanan
Publik Tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status
Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah yang
menangani Perinzinan.

Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
KSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan dalam
rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik
Tertentu pada Perangkat Daerah.

Perizinan adalah pemberian dokumen legalitas kepada seseorang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun non
Perizinan.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi
berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum daerah lainnya yang
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya
seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk melakukan usaha
atau kegiatan tertentu.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan)
digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya
kode administrasi perpajakan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 5

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh
DPMPTSP sebelum menerbitkan Perizinan dan non Perizinan.
Penerbitan Perizinan dan non Perizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan KSWPD.

(3) KSWPD ...



(3) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
pemohon Perizinan dan non Perizinan yang telah atau belum
memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Jenis Layanan Publik Tertentu yang memerlukan KSWP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perizinan melaksanakan KSWP dalam rangka memberikan
Layanan Publik Tertentu.

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perizinan yang terhubung dengan
sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak;

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau

c. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perizinan yang terhubung dengan
sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendapatan.

Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat
(4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendapatan melakukan integrasi data sistem (host to host)
dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perizinan, untuk memudahkan pelaksanaan
KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Dalam hal integrasi data sistem (hoost to host) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah dilakukan secara elektronik, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan dapat
mencetak KSWPD secara mandiri.

(3) Dalam hal integrasi data sistem (hoost to host) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dilakukan secara elektronik, KSWPD diterbitkan
secara manual oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendapatan, selanjutnya disampaikan kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perizinan.

(4) Format dan bentuk KSWPD yang dicetak secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan KSWPD yang diterbitkan
secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

6. Ketentuan ...



6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta
ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan kepada Wajib
Pajak untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak atau KSWPD
yang memuat status valid atau tidak valid.

(2) KSWPD yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem
informasi Direktorat Jenderal Pajak;

b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah menjadi
kewenangan kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. data Wajib Pajak sesuai dengan data dalam sistem informasi pada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendapatan; dan

d. telah memenuhi kewajiban melunasi Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(3) Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak atau KSWPD
yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
diberikan Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

(4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak atau KSWPD
yang memuat status tidak valid.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Mei 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Ttd
E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd
KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 019

Salinan sesuai dengan gslinya

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001




LAMPIRAN L

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2o TAHUN 2025

TANGGAL

. Z Met 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK

TERTENTU

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG MEMERLUKAN KSWP

I. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI

1. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan

a.
b.
e

5 0

KBLI 21022: Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;
KBLI 46441: Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia;
KBLI 46442: Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk
Manusia;

KBLI 46447: Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia
dan Hewan;

KBLI 46691: Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat
Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia;

KBLI 86101: Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah;

KBLI 86103: Aktifitas Rumah Sakit Swasta;

KBLI 86903 : Aktifitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;

2. Sektor Transportasi (Perhubungan)

a.
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KBLI 50216: Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota
untuk Penumpang;

KBLI 50111 : Angkutan laut dalam negeri Liner dan tramper
untuk penumpang;

KBLI 50141: Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang;

KBLI 49216 : Angkutan Bus Khusus;

KBLI 49219: Angkutan bus dalam trayek lainnya;

KBLI 49229: Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya,;

KBLI 50112: Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri
Untuk Penumpang;

KBLI 52291 : Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);

KBLI 50217: Angkutan Penyeberangan Perintis Antar
kabupaten/Kota;

KBLI 50135: Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
KBLI 52240: Penanganan kargo (bongkar muat barang);

KBLI 50132: Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri
untuk Barang;

. KBLI 49421 : Angkutan Taxi;

KBLI 50217: Angkutan Penyeberangan Perintis Antar
Kabupaten/Kota untuk penumpang;

KBLI 49431: Angkutan Bermotor untuk Barang Umum;

KBLI 52298 : Aktivitas Tally Mandiri;
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aa.

KBLI 52135: Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
KBLI 42914 : Pengerukan;

KBLI 49213: Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP);
KBLI 49412: Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan
Bus, dalam trayek;

KBLI 49429: Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang;

KBLI 50226: Angkutan Penyeberangan Umum Antar
Kabupaten /Kota untuk barang;

KBLI 50114: Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk
Penumpang;

KBLI 50131: Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum;
KBLI 50134: Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk
Barang;

KBLI 52109 : Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
KBLI 50227: Angkutan Penyeberangan Perintis Antar
Kabupaten/Kota untuk Barang;

. Sektor Pertanian, meliputi Sub Sektor:

1)

2)

Subsektor Perkebunan
KBLI 01140 - Perkebunan Tebu;
KBLI 01150 - Perkebunan Tembakau;
KBLI 01160 - Pertanian Tanaman Berserat;
KBLI 01269 - Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya,;
KBLI 01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak;
KBLI 01199 - Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl,;
KBLI 01220 - Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis;
KBLI 01252 - Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan;
KBLI 01261 - Perkebunan Buah Kelapa;
KBLI 01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
KBLI 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman;
KBLI 01281 - Perkebunan lada;
. KBLI 01282 - Perkebunan cengkeh;
KBLI 01284 - Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar;
KBLI 01285 - Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka
Rimpang;
KBLI 01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan
Lainnya;
q. KBLI 01289 - Pertanian Tanaman Rempah-Rempah,
Aromatik /Penyegar, dan Obat Lainnya;
r. KBLI 01199 - Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl;
s. KBLI 01291 - Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil
Getah Lainnya,;
t. KBLI 01630 - Jasa Pasca Panen;
Subsektor Tanaman Pangan
a. KBLI 01119 - Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan
Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya;,
KBLI 01112 - Pertanian Gandum;
KBLI 01115 - Pertanian Kacang Hijau;
KBLI 01113 - Pertanian Kedelai;
KBLI 01114 - Pertanian kacang tanah;
KBLI 01612 - Usaha Jasa Pemupukan, Penanaman
Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma;
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g.
h.
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KBLI 01122 - Pertanian Padi Inbrida;

KBLI 01121 - Pertanian Padi Hibrida;

KBLI 01111- Pertanian Jagung;

KBLI 01135 - Pertanian Aneka Umbi Palawija;

3) Subsektor Holtikultura

4)
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KBLI 01116 - Pertanian Aneka Kacang Hortikultura,
KBLI 01131 - Pertanian Hortikultura Sayuran Daun;
KBLI 01132 - Pertanian Hortikultura Buah;

KBLI 01133 - Pertanian Hortikultura Sayuran Buabh,;
KBLI 01134 - Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi,
KBLI 01136 - Pertanian Jamur,

KBLI 01139 - pertanian sayuran, buah dan aneka umbi
lainnya;

KBLI 01194 - Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga;
KBLI 01193 - Pertanian Tanaman Bunga;

KBLI 01210 - Pertanian Buah Anggur;

KBLI 01230 - Pertanian buah jeruk;

KBLI 01240 - Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu;

.KBLI 01251 - Pertanian buah beri;

KBLI 01253 - Pertanian Sayuran Tahunan;

KBLI 01259 - Pertanian Buah Semak Lainnya,;

KBLI 01283 - Pertanian cabai;

KBLI 01286 - Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non
Rimpang;

KBLI 01301 - Pertanian Tanaman Hias;

KBLI 01302 - Pertanian Pengembangbiakan Tanaman;

Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

a.
b.
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KBLI 01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak;

KBLI 01192 - Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan
Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula);

KBLI 01411 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong;

KBLI 01412 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah;

KBLI 01413 - Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong;
KBLI 01414 - Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah;

KBLI 01450 - Peternakan Babi,

KBLI 01461 - Budidaya Ayam Ras Pedaging;

KBLI 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur;

KBLI 01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya;
KBLI 01464 - Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya;
KBLI 01465 - Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek;

. KBLI 01466 - Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh,;

KBLI 01468 - Pembibitan Ayam Ras;

KBLI 01623 - Jasa Penetasan Telur;

KBLI 46444 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk
Hewan;

KBLI 46445 - Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk
Hewan,;

r. KBLI 46446 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan;

KBLI 46447 - Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk
Manusia Dan Hewan;

KBLI 46692 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat
Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan;



4. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

a. KBLI 16101 - Industri penggergajian kayu,;

KBLI 16102 - Industri pengawetan kayu,;

KBLI 16105 - Industri partikel kayu  dan sejenisnya;

KBLI 16211 - Industri kayu lapis;

KBLI 16212 - Industri kayu lapis laminasi, termasuk

Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative;

KBLI 16213 - Industri panel kayu lainnya;

KBLI 16214 - Industri veneer;

. KBLI 16215 - Industri kayu laminasi;

KBLI 16295 - Industri kayu bakar dan pelet kayu,;
KBLI 20115 - Industri kimia dasar organik yang bersumber
dari hasil pertanian;

k. KBLI 16103 - Industri pengawetan rotan, bambu dan Sejenisnya;
KBLI 10612 - Industri penggilingan aneka kacang (termasuk
leguminousy);

.KBLI 10613 - Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran
(termasuk rhizome);

KBLI 10616 - Industri tepung terigu,

KBLI 10621 - Industri pati ubi kayu;

KBLI 10622 - Industri berbagai macam pati palma;

KBLI 10629 — Industri pati dan produk pati lainnya;

KBLI 10424 - Industri pelet kelapa;

KBLI 10722 - Industri gula merah;

KBLI 10729 - Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop;
KBLI 10731 - Industri kakao;

KBLI 10779 - Industri Produk masak lainnya;

. KBLI 11090 - Industri minuman lainnya;,

KBLI 20294 - Industri minyak atsiri;

KBLI 38220 - Treatment dan pembuangan limbah

berbahaya;

z. KBLI 37011 - Pengumpulan air limbah tidak berbahaya;

aa.KBLI 37012 - Pengumpulan air limbah berbahaya;

bb. KBLI 37021 - Treatment dan pembuangan air limbah tidak

berbahaya;

cc. KBLI 37022 - Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya;

dd. KBLI 02209 - Usaha kehutanan lainnya;

ee. KBLI 02140 - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan;

ff. KBLI 02140 - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan;
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5. Sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi Sub Sektor:
1) Subsektor pengelolaan ruang laut
a. KBLI 36001 : Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air
Minum;
b. KBLI 36002 : Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
c. KBLI 43120: Penyiapan Lahan;
d. KBLI 74909 : Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya
YTDL;
e. KBLI 91039: Aktivitas Kawasan Alam Lainnya;
f. KBLI 93249: Wisata Tirta Lainnya,;



2) Sub sektor penangkapan ikan

3)

a.
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KBLI 03111:
KBLI 03112:
KBLI 03113:

KBLI 03115:

Di Laut;

KBLI 03116
KBLI 03117:
KBLI 03118:

. KBLI 03119:
KBLI 03121:

Darat;
KBLI 03122:
KBLI 03123:

KBLI 03124:

Penangkapan Pisces/lkan Bersirip di Laut;
Penangkapan Crustacea di Laut;

Penangkapan Mollusca di Laut;
Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan

: Penangkapan Echinodermata Di Laut;
Penangkapan Coelenterata Di Laut;
Penangkapan Ikan Hias Laut;

Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut;
Penangkapan Pisces/lkan Bersirip Di Perairan

Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat;
Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat;
Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di

Perairan Darat;

. KBLI 03125

: Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan

Di Perairan Darat;;

. KBLI 03126:

KBLI 03129
Darat;
KBLI 03133

KBLI 03143

Penangkapan lkan Hias di Perairan Darat;
: Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan

: Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut;
: Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di

Perairan Darat;
Subsektor pembudidayaan ikan

KBLI 03211:
KBLI 03212:
KBLI 03213:
KBLI 03214:
KBLI 03215:
KBLI 03216:
KBLI 03217:
KBLI 03219:
KBLI 03221:

KBLI 03222:

Apung;
KBLI 03223:
KBLI 03224:

. KBLI 03225:

KBLI 03226:

KBLI 03227:

Tancap;

KBLI 03229:
KBLI 03251:
KBLI 03252:
KBLI 03253:
KBLI 03254:

. KBLI 03255:

KBLI 03259

Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut;
Pembenihan Ikan Laut;

Budidaya Ikan Hias Air Laut;

Budidaya Karang (Coral);

Pembesaran Mollusca Laut;

Pembesaran Crustacea Laut;

Pembesaran Tumbuhan Air Laut;

Budidaya Biota Air Laut Lainnya,

Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam;
Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring

Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba;
Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah;
Budidaya Ikan Hias Air Tawar;

Pembenihan Ikan Air Tawar;

Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring

Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya;
Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;
Pembenihan Ikan Air Payau,

Pembesaran Mollusca Air Payau;
Pembesaran Crustacea Air Payau;
Pembesaran Tumbuhan Air Payau;

: Budidaya Biota Air Payau Lainnya,;



4) Subsektor pengolahan ikan
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KBLI 08930: Ekstraksi Garam;

KBLI 10211: Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan,;

KBLI 10212: Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan;
KBLI 10213: Industri Pembekuan Ikan;

KBLI 10214: Industri Pemindangan Ikan,

KBLI 10215: Industri Peragian /Fermentasi Ikan;

KBLI 10216: Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;

. KBLI 10217: Industri Pendinginan/Pengesan Ikan,

KBLI 10219: Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya
Untuk Ikan;

KBLI 10221: Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan
Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng;

KBLI 10222: Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang
Dalam Kaleng;

KBLI 10291: Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air
Lainnya;

. KBLI 10292: Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air

Lainnya;

KBLI 10293: Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;

KBLI 10294: Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;

KBLI 10295: Industri Peragian /Fermentasi Biota Air Lainnya,
KBLI 10296: Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya,;
KBLI 10297: Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air
Lainnya,

KBLI 10298: Industri Pengolahan Rumput Laut;

KBLI 10299: Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya
Untuk Biota Air Lainnya,;

KBLI 10414: Industri Minyak Ikan;

KBLI 10799: Industri Produk Makanan Lainnya,;

. KBLI 10794: Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan

Sejenisnya;

Subsektor pemasaran ikan
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KBLI 46206: Perdagangan Besar Hasil Perikanan;

KBLI 46324: Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
KBLI 47215: Perdagangan Eceran Hasil Perikanan,

KBLI 47245:Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan;
KBLI 47753: Perdagangan Eceran Ikan Hias;

KBLI 47754: Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/
Ikan Dan Hewan Piaraan;

6) Subsektor pengangkutan ikan

a.

b.

KBLI 50133: Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang
Khusus;
KBLI 50222: Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang
Khusus;



6. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi
Sub Sektor:
1) Subsektor Ketenagalistrikan

2)
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KBLI 35111 - Pembangkit Tenaga Listrik;

KBLI 35112 - Transmisi Tenaga Listrik;

KBLI 35113 - Distribusi Tenaga Listrik;

KBLI 35114 - Penjualan Tenaga Listrik;

KBLI 35115 - Pembangkit Transmisi, Distribusi dan
Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha;

KBLI 35116 - Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga
Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha;

KBLI 35117 - Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga
Listrik dalam satu kesatuan;

KBLI 35118 - Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam
satu kesatuan usaha;

KBLI 35121 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga
Listrik;

KBLI 43211 - Instalasi Listrik;

KBLI 35122 - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga
Listrik;

KBLI 71102 - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis
ybdi;

. KBLI 72102 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan

Rekayasa;

KBLI 85497 - Pendidikan teknik swasta;

KBLI 35129 - Aktivitas penunjang tenaga listrik;

KBLI 20115 - Industri kimia dasar organik yang bersumber
dari hasil pertanian;

Subsektor Mineral dan Batubara
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KBLI 08101 - Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan;
KBLI 08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping;

KBLI 08103 - Penggalian Kerikil/Sirtu;

KBLI 08104 - Penggalian Pasir;

KBLI 08105 - Penggalian Tanah dan Tanah Liat;

KBLI 08106 - Penggalian Gips;

KBLI 08107 - Penggalian Tras;

KBLI 08108 - Penggalian Batu Apung;

KBLI 08109 - Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat Lainnya;
KBLI 08911 - Pertambangan Belerang;

KBLI 08912 - Pertambangan Fosfat;

KBLI 08913 - Pertambangan Nitrat;

. KBLI 08914 - Pertambangan Yodium,

KBLI 08915 - Pertambangan Potash (Kalium Karbonat);

KBLI 08919 - Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan
Bahan Pupuk Lainnya;

KBLI 08991 - Pertambangan Batu Mulia;

KBLI 08992 - Penggalian Feldspar dan Kalsit;

KBLI 08994 - Penggalian Asbes;

KBLI 08995 - Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa;

KBLI 08999 - Pertambangan dan Penggalian Mineral Bukan
Logam dan Batuan Lainnya Ytdl,



u. KBLI 46634 - Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan

Batu;

KBLI 46641 - Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam;

w. KBLI 09900 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan
Penggalian Lainnya;

x. KBLI 07296 - Pertambangan Bijih Mangan;
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7. Sektor Pariwisata;

a.
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KBLI 93222 : Pengelolaan/Wisata Goa,

KBLI 50113 : Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata;

KBLI 50122 : Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata,

KBLI 50213: Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan
yang berhubungan dengan itu ( YBDI);

KBLI 55193 : Vila (bintang 2 dan 3);

KBLI 56101: Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101
- 200 unit;

KBLI 56210: Jasa Boga untuk suatu event tertentu;

. KBLI 56301 : Bar;

KBLI 56290: Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;

KBLI 55120: Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200
unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang;

BLI 55194: Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu
101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang;

KBLI 93223 : Wisata Petualangan Alam;

.KBLI 56302: Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya

menyediakan makan minum;

KBLI 93113: Fasilitas Gelanggang/Arena,;
KBLI 93291 : Klub Malam;

KBLI 93293 : Usaha Arena Permainan;
KBLI 93294 : Diskotek;

KBLI 93241 : Arung Jeram;

KBLI 93242 : Wisata Selam;

KBLI 93245 : Wisata Memancing;

. KBLI 93246: Aktivitas Wisata Wisata; Selancar Dayung, Wisata

Lainnya Air dan Tirta lainnya,
KBLI 93249: Wisata Olah Raga Minat Khusus;

. KBLI 93249 : Wisata Tirta Lainnya;

KBLI 96122: Aktivitas (Sante Aqua SPA Par);

8. Sektor Perdagangan

a.

KBLI 47221 : Perdagangan eceran minuman beralkohol (Toko
Bebas Bea);

9. Sektor Ketenagakerjaan

a.

KBLI 78102: Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia,;

10. Sektor Perindustrian

1)

2)
3)

KBLI 10130: Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk
Daging dan Daging Unggas;

KBLI 10211: Industri Penggaraman /Pengeringan Ikan;

KBLI 10212: Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan;



4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

34)
35)

36)
37)
38)

KBLI 10213: Industri Pembekuan Ikan;

KBLI 10214: Industri Pemindangan Ikan;

KBLI 10215: Industri Peragian /fermentasi ikan;

KBLI 10216: Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim,;
KBLI 10217: Industri Pendinginan/Pengesan Ikan,;

KBLI 10219: Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya
Untuk Ikan;

KBLI 10221: Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan
Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;

KBLI 10222: Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang
dalam Kaleng;

KBLI 10291: Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air
Lainnya;

KBLI 10292: Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air
Lainnya;

KBLI 10293: Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;

KBLI 10294: Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;

KBLI 10295: Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya;
KBLI 10296: Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya;
KBLI 10297: Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air
Lainnya;

KBLI 10298 : Industri Pengolahan Rumput Laut;

KBLI 10299: Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya
untuk Biota Air Lainnya;

KBLI 10311: Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan
dan Sayuran;

KBLI 10312: Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan
dan Sayuran;

KBLI 10313: Industri Pengeringan Buah- Buahan dan
Sayuran;

KBLI 10314: Industri Pembekuan Buah- Buahan dan
Sayuran;

KBLI 10320: Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-
Buahan dan Sayuran dalam kaleng;

KBLI 10330: Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran;
KBLI 10391: Industri Tempe Kedelai;

KBLI 10392: Industri Tahu Kedelai;

KBLI 10393: Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai
dan Kacang- kacangan lainnya Selain Tahu dan Tempe;

KBLI 10399: Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya
Buah-Buahan dan Sayuran;

KBLI 10411: Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati;
KBLI 10412: Industri Margarine;

KBLI 10413: Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani
Selain Ikan;

KBLI 10414: Industri Minyak Ikan;

KBLI 10415: Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa
dan Minyak Kelapa Sawit;

KBLI 10421: Industri Kopra;

KBLI 10422: Industri Minyak Mentah Kelapa;

KBLI 10423: Industri Minyak Goreng Kelapa;



39)
40)

41)
42)
43)
44)
45)

46)
47)

48)
49)

50)
51)

52)
53)

54)
55)

56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)

KBLI 10424: Industri Tepung dan Pelet Kelapa;

KBLI 10431: Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude
Palm Oil);

KBLI 10432: Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude
Palm Kernel Oil);

KBLI 10433: Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah
Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;

KBLI 10434: Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa
Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa;

KBLI 10435: Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni
Kelapa Sawit;

KBLI 10436: Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni
Inti Kelapa Sawit;

KBLI 10437: Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;

KBLI 10490: Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan
Hewani Lainnya,;

KBLI 10510: Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim,;

KBLI 10520: Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu
Kental;

KBLI 10531: Industri Pengolahan Es Krim;

KBLI 10532: Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat
Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok);

KBLI 10590: Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya;
KBLI 10611: Industri Penggilingan Gandum dan Serelia
Lainnya;

KBLI 10612: Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk
Leguminous);

KBLI 10613: Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran
(termasuk Rhizoma);

KBLI 10614: Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung;
KBLI 10615: Industri Makanan Sereal,

KBLI 10616: Industri Tepung Terigu;

KBLI 10621: Industri Pati Ubi Kayu;

KBLI 10622: Industri Berbagai Macam Pati Palma;

KBLI 10623 : Industri Glukosa dan Sejenisnya;

KBLI 10629: Industri Pati Lainnya,;

KBLI 10631: Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan
Beras;

KBLI 10632: Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;
KBLI 10633: Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung;
KBLI 10634: Industri Pati Beras dan Jagung;

KBLI 10635: Industri Pemanis dari Beras dan Jagung;

KBLI 10636 : Industri Minyak dari Jagung dan Beras;

KBLI 10710: Industri Produk Roti dan Kue;

KBLI 10721: Industri Gula Pasir;

KBLI 10722: Industri Gula Merah;

KBLI 10723: Industri Sirop;

KBLI 10729: Industri Pengolahan Gula lainnya bukan Sirop;
KBLI 10731: Industri Kakao;

KBLI 10732 : Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang
Gula;



76)

KBLI 10733
Kering;

77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)

KBLI 10734:
KBLI 10739:
KBLI 10740:
KBLI 10750 :
KBLI 10761:
KBLI 10762:
KBLI 10763:
KBLI 10771:
KBLI 10772:
KBLI 10773:
KBLI 10774:
KBLI 10779:
KBLI 10791:
KBLI 10792:
KBLI 10793: Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-

: Industri Manisan Buah- Buahan dan Sayuran

Industri Kembang Gula;

Industri Kembang Gula Lainnya;

Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya;
Industri Makanan dan Masakan Olahan;
Industri Pengolahan Kopi,

Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion);
Industri Pengolahan Teh;

Industri Kecap;

Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan;
Industri Produk Masak dari Kelapa,;

Industri Pengolahan Garam,;

Industri Produk Masak Lainnya;

Industri Makanan Bayi;

Industri Kue Basah;

Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu;

92) KBLI
Sejenisnya;
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99) KBLI 11020
Anggur dan
100) KBLI 11031

Malt;

101) KBLI 11032:
102) KBLI 11040:
103) KBLI 11050:
104) KBLI 11051:
105) KBLI 11052:
106) KBLI 11090:
107) KBLI 12011:
108) KBLI 12012:
109) KBLI 12013:
110) KBLI 12019:

111) KBLI
Tembakau;

10794:

KBLI 10795:
KBLI 10796:
KBLI 10799:
KBLI 10801:
KBLI 10802:
KBLI 11010:

12091:

Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan

Industri Krimer Nabati;

Industri Dodol;

Industri Produk Makanan Lainnya;

Industri Ransum Makanan Hewan;

Industri Konsentrat Makanan Hewan;

Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;

: Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi
Hasil Pertanian Lainnya;

: Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi

Industri Malt;

Industri Minuman Ringan;

Industri Air Minum dan Air Mineral;
Industri Air Kemasan;

Industri Air Minum Isi Ulang;
Industri Minuman Lainnya;
Industri Sigaret Kretek Tangan,
Industri Rokok Putih;

Industri Sigaret Kretek Mesin;
Industri Rokok Lainnya,

Industri Pengeringan dan Pengolahan

112) KBLI 12099: Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan
Rokok Lainnya;

113)KBLI 13111:

114)KBLI 13112

115) KBLI 13113:
116) KBLI 13121:

Industri Persiapan Serat Tekstil;

: Industri Pemintalan Benang;

Industri Pemintalan Benang Jahit;

Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung

Goni dan Karung Lainnya);

117) KBLI 13122:
118) KBLI 13123:

Industri Kain Tenun Ikat;
Industri Bulu Tiruan Tenunan;



119) KBLI 13131:
120) KBLI 13132:
121) KBLI 13133:
122) KBLI 13134:
123) KBLI 13911:
124) KBLI 13912:
125) KBLI 13913:

126) KBLI 13921:

Industri Penyempurnaan Benang;

Industri Penyempurnaan Kain;

Industri Pencetakan Kain;

Industri Batik;

Industri Kain Rajutan;,

Industri Kain Sulaman/Bordir;

Industri Bulu Tiruan Rajutan;

Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan

Rumah Tangga;

127) KBLI 13922:
128) KBLI 13923:
129) KBLI 13924:
130) KBLI 13925:
131) KBLI 13926:
132) KBLI 13929:
133) KBLI 13930:
134) KBLI 13941:
135) KBLI 13942:
136) KBLI 13991:

137) KBLI 13992:

Industri;
138) KBLI 13993:
139) KBLI 13994:
140) KBLI 13995:
141) KBLI 13996:
142) KBLI 13999:
143) KBLI 14111:
144) KBLI 14112:

Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
Industri Bantal dan Sejenisnya;
Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman;
Industri Karung Goni;
Industri Karung Bukan Goni;
Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
Industri Karpet dan Permadani,
Industri Tali;
Industri Barang dari Tali;
Industri Kain Pita;
Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan

Industri Nonwoven,

Industri Kain Ban;

Industri Kapuk;

Industri Kain Tulle dan Kain Jaring;

Industri Tekstil Lainnya Ytdl;

Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil,
Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit;

145) KBLI 14120: Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai
Pesanan;

146) KBLI 14131: Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil,;

147) KBLI 14132: Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit;

148) KBLI 14200: Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit
Berbuluy;

149) KBLI 143010: Industri Pakaian Jadi Rajutan;

150) KBLI 14302:
151) KBLI 14303:
152) KBLI 15111:
153) KBLI 15112:
154) KBLI 15113:
155) KBLI 15114:

Industri Pakaian Jadi Sulaman /Bordir;
Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya;
Industri Pengawetan Kulit;

Industri Pencelupan Kulit;

Industri Penyamakan Kulit;

Industri Kulit Buatan/Imitasi; 7

156) KBLI 15121: Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan
untuk Keperluan Pribadi;
157) KBLI 15122: Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan
untuk Keperluan Teknik/Industri, ‘
158) KBLI 15123: Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan |
untuk Keperluan Hewan,;
159) KBLI 15129: Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan
untuk Keperluan Lainnya;



160) KBLI 15201: Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari;

161) KBLI 15202: Industri Sepatu Olahraga;

162) KBLI 15203: Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan
Industri;

163) KBLI 15209: Industri Alas Kaki Lainnya;

164) KBLI 16101: Industri Penggergajian Kayu;

165) KBLI 16102: Industri Pengawetan Kayu,;

166) KBLI 16103: Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan
Sejenisnya;

167) KBLI 16104: Industri Pengolahan Rotan;

168) KBLI 16105: Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya;

169) KBLI 16211: Industri Kayu Lapis;

170) KBLI 16212: Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk
Decorative Plywood;

171) KBLI 16213: Industri Panel Kayu Lainnya;

172) KBLI 16214: Industri Veneer,

173) KBLI 16215: Industri Kayu Laminasi

174) KBLI 16221: Industri Barang Bangunan dari Kayu;

175) KBLI 16222: Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu;

176) KBLI 16230: Industri Wadah dari Kayu;

177) KBLI 16291: Industri Barang Anyaman dari Rotan dan
Bambu;

178) KBLI 16292: Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan
Rotan dan Bambu;

179) KBLI 16293: Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan
Mebeller;

180) KBLI 16294: Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan, dan
Bambu;

181) KBLI 16295: Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu;

182) KBLI 16299: Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus
Lainnya Ytdl;

183) KBLI 17011: Industri Bubur Kertas (Pulp);

184) KBLI 17012: Industri Kertas Budaya,;

185) KBLI 17013: Industri Kertas Berharga;

186) KBLI 17014: Industri Kertas Khusus;

187) KBLI 17019: Industri Kertas Lainnya;

188) KBLI 17021: Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang;

189) KBLI 17022: Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan
Karton;

190) KBLI 17091: Industri Kertas Tissue;

191) KBLI 17099: Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas
Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;

192) KBLI 18111: Industri Percetakan Umum;

193) KBLI 18112: Industri Pencetakan Khusus;

194) KBLI 18113: Industri Pencetakan 3D Printing;

195) KBLI 18120: Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan;

196) KBLI 18201: Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti
Lunak;

197) KBLI 18202: Reproduksi Media Rekaman Film dan Video;

198) KBLI 19100: Industri Produk dari Batu Bara;

199) KBLI 19212: Industri Pembuatan Minyak Pelumas,



200) KBLI 19213: Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas
Bekas;

201) KBLI 19291: Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi;

202) KBLI 19292: Industri Briket Batu Bara;

203) KBLI 20111: Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali;

204) KBLI 20112: Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri;

205) KBLI 20113: Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen;

206) KBLI 20114: Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya;

207) KBLI 20115: Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber
dari Hasil Pertanian;

208) KBLI 20116: Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan
Baku Zat Warna da Pigmen, Zat Warna dan Pigmen;

209) KBLI 20117: Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber
dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara,;

210)KBLI 20118: Industri Kimia Dasar Organik yang
Menghasilkan Bahan Kimia Khusus;

211) KBLI 20119: Industri Kimia Dasar Organik Lainnya,;

212) KBLI 20121: Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro
Primer;

213)KBLI 20122: Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro
Primer;

214) KBLI 20123: Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro
Primer;

215) KBLI 20124: Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro
Primer;

216) KBLI 20125: Industri Pupuk Hara Makro Sekunder;

217) KBLI 20126: Industri Pupuk Hara Mikro;

218) KBLI 20127: Industri Pupuk Pelengkap;

219) KBLI 20128: Industri Media Tanam;

220) KBLI 20129: Industri Pupuk Lainnya;

221)KBLI 20131: Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan
Bahan Baku Plastik;

222) KBLI 20132: Industri Karet Buatan;

223) KBLI 20211: Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan
Akif);

224) KBLI 20212: Industri Pemberantas Hama (Formulasi);

225) KBLI 20213: Industri Zat Pengatur Tumbuh;

226) KBLI 20214: Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah);

227) KBLI 20221: Industri Cat dan Tinta Cetak;

228) KBLI 20222: Industri Pernis (Termasuk Mastik;

229) KBLI 20223: Industri Lak;

230) KBLI 20231: Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan
Rumah Tangga,;

231) KBLI 20232: Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi;

232) KBLI 20233: Industri Kosmetik untuk Hewan,

233) KBLI 20234: Industri Perekat Gigi;

234) KBLI 20291: Industri Perekat/Lem:;

235) KBLI 20292: Industri Bahan Peledak;

236) KBLI 20293: Industri Tinta;

237) KBLI 20294: Industri Minyak Atsiri;

238) KBLI 20295: Industri Korek Api;

239) KBLI 20296: Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah;



240) KBLI 20299:
241) KBLI 20301:
242) KBLI 20302:
243) KBLI 21011:
244) KBLI 21012:
245) KBLI 21013:
246) KBLI 21014:

Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl,

Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan,
Industri Serat Stapel Buatan;

Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan;
Industri Bahan Farmasi untuk Hewan;

247)KBLI 21015: Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan

2101;
248) KBLI 21021:
249) KBLI 21022:
250) KBLI 21023:
251) KBLI 22111:
252) KBLI 22112:
253) KBLI 22121:
254) KBLI 22122:
255) KBLI 22123:

Industri Bahan Baku Obat Tradisional,

Industri Produk Obat Tradisional;

Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan;
Industri Ban Luar dan Ban Dalam;

Industri Vulkanisir Ban;

Industri Pengasapan Karet;

Industri Remiling Karet;

Industri Karet Remah;

256) KBLI 22191: Industri Barang dari Karet untuk Keperluan
Rumah Tangga,;

257)KBLI 22192: Industri Barang dari Karet untuk Keperluan
Industri;

258) KBLI 22193: Industri Barang dari Karet untuk Keperluan

Infrastruktur;

259) KBLI 22194:
260) KBLI 22199:
261) KBLI 22210:
262) KBLI 22220:
263) KBLI 22230:
264) KBLI 22291:

Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan;
Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl;
Industri Barang dari Plastik Bangunan;
Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan;
Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya;
Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya,;

265) KBLI 22292: Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah
Tangga (Tidak Termasuk Furnitur);

266) KBLI 22293: Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri
dari Plastik;

267) KBLI 22299: Industri Barang Plastik lainnya Ydtl - Untuk
Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah;

268) KBLI 23111: Industri Kaca Lembaran,

269) KBLI 23112: Industri Kaca Pengaman,

270) KBLI 23119: Industri Kaca Lainnya;

271)KBLI 23121: Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah
Tangga dari Kaca;

272) KBLI 23122: Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan
Kesehatan dari Kaca;

273) KBLI 23123: Industri Kemasan dari Kaca;

274) KBLI 23124: Industri Alat Laboratorium Klinis;

275) KBLI 23129: Industri Barang Lainnya dari Kaca;

276) KBLI 23911: Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya
yang Tahan Api;

277)KBLI 23919: Industri Barang Tahan Api
Liat/Keramik Lainnya;

278) KBLI 23921: Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik;

279) KBLI 23922: Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik;

280) KBLI 23923: Industri Peralatan Saniter dari Porselen;

dari Tanah



281) KBLI 23929: Industri Bahan Bangunan dari Tanah
Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng;

282) KBLI 23931: Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari
Porselen;

283) KBLI 23932: Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari
Tanah Liat/Keramik;

284)KBLI 23933: Industri Alat Laboratorium dan Alat
Listrik /Teknik dari Porselen;

285)KBLI 23939: Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan
Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan;

286) KBLI 2394 1: Industri Semen,;

287) KBLI 23942: Industri Kapur;

288) KBLI 23943: Industri Gips;

289) KBLI 23951: Industri Barang dari Semen;

290) KBLI 23952: Industri Barang dari Kapur;

291) KBLI 23953: Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk
Konstruksi;

292) KBLI 23954: Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk
Konstruksi;

293) KBLI 23955: Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan
Bahan Bangunan;

294) KBLI 23956: Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan
Industri;

295) KBLI 23957: Industri Mortar atau Beton Siap Pakai;

296) KBLI 23959: Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan
Asbes Lainnya;

297) KBLI 23961: Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk
Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;

298) KBLI 23962: Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk
Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan,;

299) KBLI 23963: Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk
Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;

300) KBLI 23969: Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu
Lainnya;

301) KBLI 23990: Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
Ytdl;

302) KBLI 24101: Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel
Making);

303) KBLI 24102: Industri Penggilingan Baja Dasar (Steel Rolling);

304) KBLI 24103: Industri Pipa dan Sambungan Pi<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>